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BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN B.uPATI 
NOMOR £0T.AHUN 2016 

TENT.ANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN 
LINGKUNGAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2015-2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 
2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan 
guna mendukung percepeta.n pencapaian Universal Acces 
Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu 
dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam 
pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan; 

Mengingat 

,-, 
tltLLl.iH 

b. ba.bwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hurqf a, perli.:l mene.tapkan Peraturan Bupati Kaur 
tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan 
Penyehatan Lingkungan Kabupaten KaurTahun 2015-2019; 

: l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Su.mber Daya 
Ait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenta11g Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tainbahan Lembaran Negara Repu blik lndonesia 
Nomor 5038); 

4 . Undang-undang Nom0r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lemba!'.an Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

hr K _____ :._ 



Me,netapkan 

5. Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014· tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta:ng 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peratu.ran Pemerinfah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3'3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 
2005 No,:por 82, Tambahan Lembaran Negara Republlic 
Indonesia Nonior 4 737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 'l'unjangan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor lS~PR'l'/M/2007 
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem P.enyediaan Air 
Minum; 

10. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/20 11 
tentang Standar Pel~yanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 

12. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum D_aerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BlJPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD 
AMPL) KABUPATEN KAUR 2015-2019. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

SE,iiETARIAT !JAhllt..~ l(,\OU?Alcll i:AJ~ 
BAG IA II HUX UM 

Tf.tAl1 OIPROS.£"S DAU p,~ 
t li!:U11 llE6Et,AAAN~ ff- J 



• 

• 

2. Pemeriritah Daerab adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan daerah di Kabupaten Kaur. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur. 

4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur. 

5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kaur. 

6, Satuan l(erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan 
penyehatanlingkungan. 

7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokurnen operasionalisasi 
kebijakan daer-ab jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minl.lr(I 
dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan 
kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces 
Tahun 2019 bidang air minu.mdan sanitasi. 

8. $umber air minum yang Jayak meliputi air minum perpipaan dan air minum 
non-perpipaan terlindung yang berasal dari swnber air berkualitas dan berjarak 
sama dengan atau Jebih dari 10 meter dari tempat pembuartgan kotoran 
dan/atau terliodung dari kontarninasi lainnya, dan sumbcr air minum yang 
berasal dari air ledeng, keran umum, surnur bor atau pompa, sumur teFlindung 
dan mata air terlindung, serta air hujan. 

9. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak 
digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak ant,ara sumber air dan 
tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung 
dari kontaminasi leiinnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang 
tak terlind\.mg, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/ drum 
kecil, dan air permukaan dari sungai, dauau, kolam, dan saluran 
irigasi/drainase. 

10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, 
yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak 
dengan kotoran manusia, antara l.ain kloset deng_an leher angsa, toilet guyur 
(flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau 
tangki septik, termasuk jamban cempiung (pit latrine) terlindung dengan segel 
slab dan ventilasi, serta toilet kompos. 

11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis 
dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke 
selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jambl!-n cemplung 
tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung. 

12. Pendeka-tan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan 
pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. 

13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan 
melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta. 

14. Indikator Universal Acces untuk peningkaran akses air minum adalah proporsi 
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air rninum layak, 
perkotaan dan perdesa.an. 

15. Jndikator Universal Acces untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi 
rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi Ia.yak, perkotaan 
dan perdesaan. 

16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjHtnya disingkat dengan SPM adalah 
ketep:tuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urus!U} 

,e:rneW~fjS!.i,~~/'m~ berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 
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17. lndikator SPM bidang air minum adalah terseclianya akses air minum yang aman 
melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaax:i dan bukan 
jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 
liter/ orang/ hari. 

18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat 
yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala 
komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%. 

19. Kioerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungao 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan k.ualitas yang terukur. 

20. lndikator kinerja adalah alat uk.ur spe.sifik secara kuantitatif dan/a.tau kualitatif 
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program a.tau kegiatan. 

21. Isu strategis adalah pennasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai 
paling prioritas untuk clitangani selama periode perencanaan karena dampaknya 
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengah dan/ a.tau panjang, dan menentukan tujuan 
pembangunan. 

~
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22. Atah kebijakan adalah pedoman tindal<an yang diambil oleh pemerintah daerah 
v untuk mencapai tujuan dan sasaran pe,mbangunan. 

23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program 
indikatif untuk mencapai cujuan dan sasaran pembangunan. 

24. Program adalah bentuk instiumen kebijakan yang berisi satu a.tau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh .SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleb satu atau beberapa 
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 
terd.iri dari sekumpulan tindaka,n pengerahan suniber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologj, dana, atau kombina.si dari bebera.pa at.au kesemua jenis :sumber daya 
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bencuk barang/jasa. 

26. Koordinasi adalah kegiatan yang me1iputi pengaturan hubungan kerjasama dari 
• beberapa inst.ansi/ pejabat yang metnpunyai tugas dan wewenang yang saling 

berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesim.pangsiuran dan 
duplikasi. 

27. Pemantauan aruuah kegiatan mengamati perkembaf)gan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi pennasalahan yang timbul 
dan/atau akan 1:imbul untu.k dapat cliambil tindakan sedini mungkin. 

28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membanclingkan realisasi masukan (input), 
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 

29 .. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yan~ selanjutnya 
disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yllilg menitik 
beratkan pada peroberdayaan masyarakat setempat. 

s,~,P.T,\EIATl)AEP>~ ( :U,'Alli.l' r~.u~ 
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BABII 
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AM'.PL 

KABUPATEN KAUR 2015-2019 

Pasal 2 

RAD-AMPL l(abupaten Kabupaten Kaur 2015-2019 berperan sebagai rencana 
pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum 
dan penyehatan 1irtgkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis 
masyarakat se!ama 2015 sampai dengan 2019 da]am rangka mendukung 
percepatan pencapaian UniversalAcces Tahun 2019. 

Pasal3 

RAD-AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 berfungsi sebagai: 
a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sahitasi daerah 

jangka menengah; 
b. Rencana peningkal:$1 kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang 

rnenerapkan pendekatan PAMSJMAS dan pendekatan kelembagaan; 
c. Media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIM:AS ke da1am 

program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; 
d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja 

pelayanan AMPL; 
e . Acuanjumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2012 dan 2013. 

Pasal4 

.RAD-AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD 
Kabupaten Kaur untuk menduku11g percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 
:2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi tn.enfadi dokumen yang harus 
digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kaliupaten Kaur 
sampai dengan 2019. 

BAB Ill 
PEI.Al<SANAAN RAD AMPL KABUPATEN KAUR 2015-20119 

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 adalal;l melalui RKPD, Renja 
SKPD, APBD Kabupaten Kaur, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten 
Kaur ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia 
usaha, dan masyarakat. 

Pasal 6 

Dalam ha! pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 dengan dan a di 
luar APBD Kabupaten Kaur maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut 
dikoordinasikan oleh Ba,ppeda dan SKPD teknis terkait. 

Pasa17 

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 terbuka bagi 
sumbei;--sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada 
mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan 
pihak penyandang dana. 



Pasal.8 

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kaur 2015-2019 tetap 
memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
sebelumnya. 

harus 
tahun 

(2) Dalam haJ pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sas'ilran tahunan 
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan 
sasru·an dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD l')MPI.,, 

BAB IV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL 

KABUPATEN KAUR 2015-2019 

Pasal 9 

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun; 

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun 
pelaksanaan; · 

t)I (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan 
kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik; 

(4) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pcmantauan dan evaluasi 
program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SkPD masing­
masing; 

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan 
sesuaian/ penyimpangan hasi:1, 
perbaikan/ penyempurnaan; 

evaluasi menunjukkan adanya ketidak 
kepala SKPD melakuka,n tindakan 

(6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan basil 
pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda; 

(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah 
Daerah melaJui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air 

4D minum dan penyehatan lingkungan daerah; 

(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut·pendapat 
dan masukannya tersebut; 

(9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil 
pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Peny'Usun RAD AMPL; 

(lQ)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidak 
sesuaian/penyimpangan, Kepa1a Bappeda menyampaikan rekomendasi da.n 
langkah-langkah penyempumaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SK.PD; 

(I l)Kepali:!- SK.PD menyampaikan hasil tindak lanju t perbaikan/penyempurnaan 
kepada Kepala Bappeda; 

(12)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati. 

SEI< ~ E"!AR l~T [!AfllAH K.' 01. Pi.TEI\ r,/,l R 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasallO 

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kaur 20 15 -2019 sebagairoana terlampir dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini. 

Pasalll 

Peraturan Bupati Kaur in.i mulai beriaku pada tanggal diundangkan .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurJ.dangan Peraturan Bupati 
inf dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 30 .J"eptemix'r2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT 

, · 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggaJ .;i9 .Se('t;etnber 2016 
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NANDAR MUNADI, S.Sos.,M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690121199003 1 004 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHON 2016 NOMOR: "{57 
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